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MOTTO 

تفََاخُرٌۢ بيَْنكَُُْ وَتكَََثرٌُ فِِ الَْْمْوَالِ  زِينَْةٌ وَّ لهَوٌْ وَّ نيَْا لعَِبٌ وَّ َّمَا الحَْيٰوةُ الدُّ ا اَن ِِ َيَْ ٍ  اِعْلمَُوْْٓ َََ ََ وْلَْ ِِۗ    وَالَْْ

ا ثَُُّ يكَُوْنُ حُطَامًا  وَفِِ  ىهُ مُصْفَرًّ يْجُ فتَََٰ بَ الْكُفَّارَ نبََاتهُٗ ثَُُّ يََِ نَ  اَعَْْ مَغْفِرَةٌ م ِ خِرَةِ عذََابٌ شَدِيدٌٌْۙ وَّ الْْٰ

ْٓ اِلَّْ مَتَاعُ الغُْرُوْرِ  نيَْا ِ وَرِضْوَانٌ  وَمَا الحَْيٰوةُ الدُّ  ٠٢۝اللّ ٰ
 

Artinya: “Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, 

kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu 

serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan.”
*
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ABSTRAK 

UWAIS ALQORONI, 2025: Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam 

Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024. 

 

Kata Kunci: Kewenangan, Komisi Pemilihan Umum, Pelanggaran, Pemilihan 

Umum Presiden  

 

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum harus 

diselenggarakan secara jujur, adil, dan berintegritas guna menjamin 

terselenggaranya demokrasi yang berkualitas. Namun, dalam praktiknya masih 

ditemukan berbagai bentuk pelanggaran pemilu, khususnya pelanggaran 

administrasi yang berpotensi mengganggu prinsip keadilan dan kepastian hukum. 

Oleh karena itu, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara 

pemilu menjadi sangat penting dalam menangani pelanggaran tersebut. 

Fokus Penelitian Ini; 1.) Bagaimana kewenangan komisi pemilihan umum 

dalam menangani pelanggaran pemilihan umum Presiden berdasarkan peraturan 

perundang-undangan? 2). Bagaimana penguatan pengaturan hukum penanganan 

pelanggaran pemilihan umum Presiden di masa yang akan datang? 

Tujuan Penelitian 1.) Untuk menganalisis kewenangan Komisi Pemilihan 

Umum dalam menangani pelanggaran pemilu presiden yang terjadi. 2). Untuk 

menganalisis penguatan pengaturan hukum penanganan pelanggaran  pemilihan 

umum Presiden di masa yang akan datang. 
Jenis penelitian peneliti menggunakan penelitian yuridis Normatif, 

pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan Peaturan 

Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Teknik pengumpulan data 

meliputi membaca koleksi perpustakaan, menyusun bibliografi, dan melakukan 

analisis preskriptif terhadap sumber hukum. 

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan: 1). Kewenangan Komisi Pemilihan 

Umum dalam menangani pelanggaran pemilu pada dasarnya terbatas pada 

pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam praktiknya masih 

ditemukan ketidakjelasan norma, khususnya terkait pembedaan antara 

pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu, yang berpotensi 

menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penegakan hukum. 2). Pengaturan 

hukum mengenai penanganan pelanggaran pemilu belum sepenuhnya 

memberikan kepastian hukum, sehingga diperlukan penguatan regulasi untuk 

memperjelas batas kewenangan KPU serta menjamin efektivitas penegakan 

hukum pemilu yang berkeadilan dan demokratis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.
1
 Salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut 

adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk 

pelaksanaan pemilihan umum, harus diselenggarakan berdasarkan hukum. 

Selain itu, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
2
 Ketentuan ini menegaskan 

bahwa pemilu merupakan sarana utama bagi rakyat untuk menjalankan 

kedaulatannya secara konstitusional, sehingga penyelenggaraannya harus 

menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak 

politik warga negara.
3
 

Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat tersebut, negara 

membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Undang-

undang ini mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggara pemilu, 

tahapan pemilu, hingga larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh peserta, 

                                                     

1
 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 

Pasal 1 ayat (3). 
2
 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 

Pasal 1 ayat (2). 
3
 Muhammad Khoirul Imron, Study Komparatif Pemilihan Presiden Dengan Sistem Popular 

Vote Di Indonesia Dan Sistem Firs Past The Post Di Filipina, (Skripsi: Universitas Islam Negeri 

Kiai Achmad Siddiq Jember, 2025), 2. 
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pelaksana, dan tim kampanye pemilu. Salah satu ketentuan penting dalam 

undang-undang ini adalah Pasal 280 ayat (1) yang mengatur larangan dalam 

pelaksanaan kampanye pemilu sebagai upaya menjaga ketertiban, keadilan, 

dan integritas proses demokrasi. 

Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan 

bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang, antara lain: 

“menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta 

Pemilu yang lain.”
4
 Ketentuan ini secara normatif dimaksudkan untuk 

mencegah terjadinya praktik-praktik kampanye yang berpotensi menimbulkan 

konflik sosial, ujaran kebencian, serta perpecahan di tengah masyarakat. 

Namun demikian, rumusan norma dalam pasal tersebut bersifat umum dan 

membuka ruang penafsiran yang beragam, sehingga menimbulkan persoalan 

dalam praktik penegakan hukumnya. 

Permasalahan utama muncul ketika ketentuan Pasal 280 ayat (1) 

tersebut dihadapkan pada proses penegakan hukum pemilu. Dalam praktiknya, 

pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam dua 

kategori yang berbeda, yakni sebagai pelanggaran administrasi pemilu atau 

sebagai tindak pidana pemilu. Penentuan klasifikasi ini tidak selalu mudah, 

karena unsur-unsur perbuatannya sering kali tumpang tindih dan tidak 

memiliki batas yang tegas. Akibatnya, perbuatan yang secara substansi sama 

dapat diperlakukan berbeda dalam penegakan hukumnya. 

                                                     

4
 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat 1 huruf c, (LL SETNEG : 317 HLM) 
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Apabila suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai pelanggaran 

administrasi, maka penanganannya berada dalam kewenangan Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan sanksi berupa teguran, peringatan, atau 

tindakan administratif lainnya.
5
 Sebaliknya, apabila perbuatan tersebut dinilai 

memenuhi unsur tindak pidana pemilu, maka proses penanganannya dilakukan 

melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan konsekuensi 

hukum pidana.
6
 Perbedaan mekanisme dan konsekuensi hukum inilah yang 

menimbulkan persoalan serius dalam praktik, khususnya ketika tidak terdapat 

parameter yang jelas untuk membedakan keduanya. 

Berdasarkan data dan temuan yang tercantum dalam tabel pelanggaran 

pada lampiran penelitian ini, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

pelanggaran yang berkaitan dengan Pasal 280 ayat (1) justru dikualifikasikan 

sebagai pelanggaran administrasi, meskipun secara substansial memiliki 

potensi untuk dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Kondisi ini 

menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan norma, serta 

membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum 

pemilu. 

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna 

mengkaji secara mendalam bagaimana penanganan pelanggaran terhadap 

Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilakukan, serta 

                                                     

5
 Andi Irvan Sepriaji Imran Sirate, Muhammad Tahir, La Ode Muhram, Penanganan Tindak 

Pidana Pemilu Pada Badan Pengawas Pemilu (Suatu Studi Di Bawaslu Konawe Selatan), Jurnal 

Sultan Law Review, Volume 7 Nomor 01 April 2025, 12-34. 
6
 M Fakhril Alfandi Ishak, H. Muin Fahmal, Sri Amlinawaty Muin, Penegakan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Jurnal Legal 

Dialogica, Volume 1 Issue 1 2024, 19-24.  
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bagaimana batasan antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu 

seharusnya dipahami. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam memperjelas konstruksi hukum terkait penanganan pelanggaran pemilu, 

sekaligus memberikan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. 

Kejelasan dalam penanganan pelanggaran pemilu tidak hanya 

berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga berpengaruh terhadap 

kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu itu sendiri. 

Ketika suatu perbuatan yang berpotensi melanggar ketentuan pemilu tidak 

ditangani secara konsisten dan proporsional, hal tersebut dapat menimbulkan 

persepsi ketidakadilan serta melemahkan legitimasi hasil pemilu. Oleh karena 

itu, kejelasan norma dan konsistensi penerapan hukum menjadi kebutuhan 

mendesak dalam sistem kepemiluan. Dalam konteks inilah penelitian ini 

memiliki urgensi, yakni untuk memberikan kontribusi konseptual dalam 

memperjelas batasan antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana 

pemilu, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Pasal 280 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,
7
 sehingga penegakan hukum pemilu 

dapat berjalan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak 

konstitusional warga negara. 

  

                                                     

7
 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat 1 huruf c, (LL SETNEG : 317 HLM) 



5 

 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari pemaparan konteks penelitian di atas, maka peneliti 

merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menangani 

pelanggaran Pemilihan Umum Presiden berdasarkan peraturan 

perundang-undangan? 

2. Bagaimana penguatan pengaturan penanganan pelanggaran Pemilihan 

Umum Presiden di masa yang akan datang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada konteks dan fokus penelitian tersebut maka tujuan 

dari penelitian yang dilakukan peneliti sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam 

menangani pelanggaran Pemilihan Umum Presiden berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Untuk menganalisis penguatan pengaturan penanganan pelanggaran 

Pemilihan Umum Presiden di masa yang akan datang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Sebagai sebuah produk kajian penelitian ilmiah, tentunya peneliti 

berharap manfaat teoretis dari hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbang-sih bagi perkembangan hukum di Indonesia. Adapun manfaat 

dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 
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dan pembaca dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai 

penanganan pelanggaran pemilu. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber pengetahuan dan informasi bagi ilmu hukum khususnya 

Hukum Tata Negara diharapkan agar dapat menjadi salah satu 

sumbangan ilmu dan bahan pemikiran dalam menyikapi berbagai 

macam bentuk kegiatan Kampanye Pemilu, terutama mengenai 

tindakan penanganan pelanggaran pemilu. 

b. Bagi Pemerintahan 

Penelitian tentang penanganan pelanggaran pemilu ini 

diharapkan oleh peneliti dapat menjadi suatu masukan kepada 

pemerintah sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

komisi pemilihan umum dan cara pencegahan penanganan 

pelanggaran pemilu presiden. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber 

pengetahuan dan informasi bagi masyarakat luas agar lebih 

mengetahui tentang penanganan pelanggaran pemilu pada pemilihan 

presiden di Indonesia. 

d. Bagi Komisi Pemilihan Umum  
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Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi suatu masukan kepada 

Komisi Pemilihan Umum agar pelaksanaan kewenangan dapat berjalan 

secara efektif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah ialah maksud daripada beberapa istilah yang digunakan 

peneliti dalam merumuskan judul penelitiannya. supaya tidak ada 

kesalahpahaman atas makna diungkapkan peneliti sebagai berikut: 

1. Komisi Pemilihan Umum 

Komisi pemilihan umum menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh presiden dan disetujui oleh 

DPR berasal dari tokoh masyarakat atau perguruan tinggi yang tidak 

berafiliasi pada parpol peserta pemilu untuk melaksanakan pemilihan 

umum, dipimpin oleh seorang ketua dari salah satu anggota tersebut.
8
 

Lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan 

mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.
9
 

2. Pelanggaran Pemilihan Umum 

Pelanggaran pemilu dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan 

yang sengaja dilakukan untuk memanipulasi proses atau hasil pemilu 

sehingga mengganggu kehendak pemilih. López-Pintor (2007) 

menyatakan bahwa electoral fraud adalah “any purposeful action taken to 

tamper with electoral activities and election-related materials in order to 

                                                     

8
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/komisi diakses pada 18 November 2024. 
9
 H.M. Fauzan, Kamus Hukum Dan Yurisprudensi Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2018), 

432. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/komisi
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affect the results of an election, which may disrupt or frustrate the will of 

the voters.” Definisi ini menegaskan bahwa pelanggaran pemilu bersifat 

sengaja dan dapat mencakup berbagai bentuk manipulasi, mulai dari 

administrasi, kecurangan, hingga praktik politik yang merugikan keadilan 

pemilu.
10

 

Dalam konteks Indonesia, pelanggaran pemilu mencakup tindakan 

yang merusak integritas pemilu, seperti politik uang, intimidasi pemilih, 

manipulasi data, atau pelanggaran prosedur yang mengubah hasil pemilu. 

Pemahaman ini menjadi landasan normatif dan konseptual untuk 

menganalisis praktik pelanggaran pemilu, sekaligus relevan dalam 

membangun kerangka penelitian mengenai pengawasan dan penegakan 

hukum pemilu di Indonesia. 

3. Pemilihan Umum 2024 

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana 

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11

 Sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan  secara lansung, 

                                                     

10
 Mudiyati Rahmatunnisa, Mengapa Integritas Pemilu Penting?, Jurnal Bawaslu, Volume 3 

No. 1 2017, 1-11. 
11

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1), (LL SETNEG : 317 HLM) 
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umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik 

indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik 

indonesia tahun 1945.
12

 

3. Pemilihan Umum Presiden 2024 

Kepala negara yang juga dapat menjabat kepala pemerintah 

sekaligus.
13

 Presiden dan Wakil Presiden Adalah Presiden Dan Wakil 

Presiden Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.
14

Presiden Republik Indonesia memegang 

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 
15

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematis pembahasan berisi tatanan urutan gambaran pembahasan 

yang dalam hal ini berisi suatu penelitian pada setiap bagian babnya, pada 

penelitian ini agar lebih jelas dan mudah dipahami, maka peneliti membagi 

beberapa pembahasannya sebagai berikut: 

BAB I Pembahasan yang berupa pendahuluan, Fokus, Tujuan, 

Manfaat Penelitaian, Definisi Istilah yang dikaji oleh peneliti. 

BAB II Kajian Pustaka yang berupa kajian terdahulu, teori penegakan 

hukum administrasi, konsep pemilihan umum, konsep kampanye, konsep 

kewenangan, makna alat praga kampanye, konsep sanksi administrasi, yang 

telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan dijadikan refrensi 

                                                     

12
 H.M. Fauzan, Kamus Hukum Dan Yurisprudensi Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2018), 

563. 
13

 H.M. Fauzan, Kamus Hukum Dan Yurisprudensi Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2018), 

619. 
14

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (3), (LL SETNEG : 317 HLM). 
15

 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat (1). 
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penelitian terkait dengan Penegakan Hukum Pelanggaran Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 (Studi Di Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Pada Pemilihan Umum 

Tahun 2024). 

BAB III Metode Penelitian yang berisi uraian jenis penelitian melalui 

berbagai pendekatan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data 

hukum, analisis data hukum, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian. 

BAB IV Penyajian Data Dan Alanalisis yang berisi pembahasan yang 

mengarah kepada penjelasan ilmiah umum mengenai objek penelitian 

berdasarkan analisa data dan fakta yang didapatkan untuk memperoleh 

jawaban terkait fokus penelitian: 

BAB V Penutup yang berisikan pemaparan yang menjelaskan 

Simpulan dari hasil pembahasan penelitian diikuti saran yang berkaitan 

dengan pokok pembahasan penelitian di bab sebelumnya. 

 

 



11 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka merupakan penelitian terdahulu yang terdapat kaitan 

erat dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu ini kemudian 

menjadi salah satu rujukan dan juga sumber bahan informasi yang berguna 

untuk peneliti jadikan dasar dalam penelitiannya, dari sini maka beberapa 

kajian pustaka yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Tesis dari Gunawan Pratama Sirait, (2024) Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sumatra Utara, yang berjudul Analisis Yuridis Penegakan Hukum 

Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (Black Champaign) Melalui Media 

Sosial Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Perspektif Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Isu 

hukum dari tesis yaitu membahas apakah terdapat aturan yang mengatur 

tentang kampanye hitam pada media sosial dalam pemilihan umum serta 

sanksi apa yang diberikan kepada pelaku pelanggaran kampanye hitam di 

media sosial pada pemilihan umum. Rumusan masalah dari tesis ini adalah 

1. Bagaimana pengaturan kampanye hitam melalui media sosial dalam 

pemilihan umum? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku 

kampanye hitam melalui media sosial? 3. Bagaimana penegakan hukum 

terhadap pelaku kampanye hitam melalui sosial pada pemilihan umum? 

Metode penelitian pada tesis ini ialah penelitian normatif dengan 

menggunakan metode pustaka (library research), jenis data penelitian ini 
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adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan 

untuk mentellah data sekunder menggunakan pendekatan yuridis normatif 

dan dianalisis secara kualitatif. Hasilnya, Pertanggung-jawaban pidana 

pelaku pembuat kampanye hitam (black champaign) di media sosial 

adalah harus dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama  

baik seseorang. Pertanggung jawaban pidana pelaku kampanye hitam 

(black champaign) di media sosial dengan sengaja menyerang kehormatan 

atau nama baik seseorang maka pelaku kampanye hitam (black 

champaign) diancam pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan 

jika dalam bentuk menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan 

rasa kebencian kepada lawan politik (individu) sanksi pidana dapat penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menurut Pasal 29 jo Pasal 45 

huruf (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan 

transaksi elektronik. Perbedaan pembahasan pada tesis ini ialah membahas 

tentang aturan yang belum diatur secara rinci di dalam undang-undang 

serta menjelaskan tentang sanksi pidana bagi pelaku pembuat kampanye 

hitam pada media sosial. Sedangkan pada skripsi ini membahas bagaimana 

peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengatasi maraknya 

kampanye hitam pada pemilihan umum presiden.
16

 

                                                     

16
 Gunawan Pratama Sirait, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye 

Hitam (Black Champaign) Melalui Media Sosial Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Perspektif 
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2. Skripsi dari Bambang Setiawan, (2025), Fakultas Syariah dan Hukum, 

Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, yang 

berjudul Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umumdaerah 

(Kpud) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ulang Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Isu hukum yang 

diangkat dalam penelitian ini berfokus pada batas dan pelaksanaan 

kewenangan KPUD dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) ulang sebagai akibat adanya pelanggaran pemilu dan putusan 

lembaga berwenang. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut meliputi 

dua hal, yaitu bagaimana kewenangan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada 

ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta bagaimana 

proses yang dilakukan KPUD Kota Pekanbaru dalam melaksanakan 

Pemilihan Kepala Daerah ulang.
17

 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis 

normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual, yang menelaah bahan hukum primer berupa Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta 

peraturan dan putusan terkait, didukung oleh bahan hukum sekunder 

berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa KPUD Kota Pekanbaru memiliki kewenangan yang 

jelas dan sah secara hukum dalam melaksanakan Pilkada ulang 

                                                                                                                            

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Universitas 

Islam Sumatra Utara, 2024, 114. 
17

 Bambang Setiawan, Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umumdaerah 

(Kpud) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum, (Skripsi: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2025). 
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 

khususnya Pasal 10 ayat (1) serta Pasal 372 sampai dengan Pasal 380, 

dengan tahapan pelaksanaan meliputi perencanaan, persiapan, 

pelaksanaan, hingga penghitungan suara ulang yang dilaksanakan secara 

transparan dan akuntabel, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan 

kendala berupa keterbatasan sumber daya, logistik, serta koordinasi antar 

lembaga. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis terletak pada 

fokus kajian dan objek penelitian, dimana penelitian terdahulu 

menitikberatkan pada kewenangan KPUD dalam konteks Pemilihan 

Kepala Daerah ulang di tingkat daerah, sedangkan skripsi penulis secara 

khusus mengkaji kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menangani 

pelanggaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024, dengan pendekatan 

yuridis normatif dan fokus pada penanganan pelanggaran pemilu presiden 

secara nasional. 

3. Skripsi dari Rati Purwaningsih. (2019), Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul Pandangan Hukum Islam 

Terhadap Kampanye Hitam Dan Ujaran Kebencian Dalam Pemilihan 

Presiden 2019. Isu hukum dari skripsi ini yaitu membahas tentang 

kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019 yang sangat 

berpengaruh dalam merubah budaya demokrasi di Indonesia. Rumusan 

masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana pola kampanye hitam dan 

ujaran kebencian dalam Pilpres 2019? 2. Bagaimana pandangan hukum 
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Islam terhadap kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019. 

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu deskriptif analisis 

dan termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) dan data 

yang digunakan yaitu data kepustakaan. Data penelitian ini diperoleh dari 

buku-buku referensi yang ada korelasi dengan judul penelitian, buku teori-

teori berkampanye dan berkomunikasi yang baik, seperti buku pengantar 

hukum pemilihan umum dan sistem politik di Indonesia. Hasilnya, pada 

kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019 merupakan pola 

yang melanggar syariat Islam dan dalam fiqh jinayah termasuk ke dalam 

jarimah taʼzir yang hukumnya sudah ditentukan oleh penguasa dengan 

ijtihadnya berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. jelas dalam 

pandangan hukum Islam kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam 

Pilpres 2019 hukumnya haram karena di dalamnya terdapat upaya untuk 

mendapatkan dukungan dengan cara mengungkapkan kejelekan atau aib 

orang lain yang tidak berdasarkan fakta dan perbuatan ini jelas akan 

mendatangkan kemudharatan. Perbedaan pada skripsi ini yaitu membahas 

tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kampanye hitam dan 

ujaran kebencian dalam pilpres 2019. Sedangkan pada skripsi saya 

membahas Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Dalam 

Mengatasi Kampanye Hitam secara umum.
18

 

                                                     

18
 Rati Purwaningsih, Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam Dan Ujaran 

Kebencian Dalam Pemilihan Presiden 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2019, 81. 
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4. Skripsi dari Sindy Yulia Saputri. (2020) Fakultas Hukum Universitas 

Jember, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemilih Atas 

Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum. Isu hukum di skripsi ini yaitu 

perlindungan hukum bagi pelaku maupun masyarakat yang tidak terlibat 

dalam kampanye hitam tetapi menjadi korban dan terpengaruhi oleh 

kampanye hitam. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1.  Bagaimana 

bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemilih atas kampanye hitam 

dalam pelaksanaan pemilihan umum ? 2. Apa akibat hukum bagi Pelaku 

Kampanye Hitam dalam Pelaksanaan pemilihan umum?. Metode 

penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu  penelitian hukum (legal 

research) atau yuridis-normatif, Sementara bahan hukum yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Hasilnya, bahwa kampanye saat ini sering kali 

disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mempengaruhi 

pengambilan keputusan terhadap masyarakat yang akan menggunakan hak 

pilihnya, untuk menghindari dan mengatasi kampanye hitam ada beberapa 

upaya perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan 

represif, kedua bentuk perlindungan ini perlu ditunjang oleh peran 

pemerintah yang menjadi komponen dalam pemilu seperti Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pihak 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kemenkominfo dan Pers. Hanya 

bagaimana saja semua komponen masyarakat dapat mentaati regulasi yang 

ada serta pihak-pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti dan 
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memproses pelaku kampanye hitam. Terkait dengan regulasi mengenai 

kampanye hitam ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai unsur-

unsur perbuatan serta sanksinya, seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 

tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga 

diatur dalam KUHP. Perbedaan pembahasan pada skripsi ini yaitu 

membahas tentang perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat 

kampanye hitam sedangkan skripsi ini berfokus pada peran komisi 

pemilihan umum (KPU) dalam mengatasi adanya (black campaign) atau 

biasa disebut kampanye hitam.
19

 

5. Skripsi dari Nur Wahid, (2023). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 

Makassar, yang berjudul Kewenangan KPU Dalam Menindaklanjuti 

Rekomendasi Bawaslu Dalam Undang Undang Pemilihan Kepala 

Daerah.
20

 

Isu hukum adalah bagaimana kewenangan Komisi Pemilihan Umum 

dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum 

terhadap dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah, serta sejauh mana kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah 

dalam penelitian tersebut pada dasarnya berfokus pada dua hal, yaitu 

bagaimana pengaturan kewenangan KPU dalam menindaklanjuti 

                                                     

19
 Sindy Yulia Saputri, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilih Atas Kampanye Hitam 

Dalam Pemilihan Umum, Universitas Jember, 2020, 97. 
20

 Nur Wahid, Kewenangan KPU Dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Dalam 

Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah, (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2023). 
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rekomendasi Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala 

Daerah, serta bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik 

penyelenggaraan Pilkada. Rumusan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian 

antara norma hukum yang mengatur dengan praktik kelembagaan yang 

terjadi di lapangan. 

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis 

normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan 

hukum primer berupa undang-undang terkait pemilihan kepala daerah, 

bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan pendapat para 

ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan 

secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang mengatur 

kewenangan KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan KPU dalam 

menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu telah diatur secara normatif, namun 

dalam praktiknya masih ditemukan kendala, baik dari aspek pengaturan 

yang belum tegas maupun dari pelaksanaan kewenangan itu sendiri. 

Penelitian tersebut menegaskan bahwa belum optimalnya pelaksanaan 

rekomendasi Bawaslu berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar 

lembaga penyelenggara pemilu serta berdampak pada efektivitas 

penegakan hukum pemilihan. Perbedaan utama antara penelitian tersebut 

dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus dan objek 

kajiannya. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada kewenangan KPU 
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dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu pada konteks Pemilihan 

Kepala Daerah, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji 

kewenangan KPU dalam menangani pelanggaran Pemilihan Umum 

Presiden Tahun 2024. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan 

dari segi objek kajian, ruang lingkup, serta konteks politik dan hukum 

yang berbeda, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru 

terhadap pengembangan kajian hukum kepemiluan. 

Tabel 2.1 

Persamaan perbedaan kajian terdahulu 

No 

Nama, 

Tahun, Asal 

Universitas 

Judul Skripsi dan Isu 

Hukum 

Metode 

Penelitian dan 

Pendekatan 

Perbedaan 

1. Gunawan 

Pratama 

Sirait, (2024) 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Islam 

Sumatra 

Utara. 

Analisis Yuridis 

Penegakan Hukum 

Terhadap Pelaku 

Kampanye Hitam 

(Black Champaign) 

Melalui Media Sosial 

Pada Pelaksanaan 

Pemilihan Umum 

Perspektif Undang-

Undang Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang 

Informasi Dan 

Transaksi Elektronik 

 

Isu hukum yang 

terdapat pada skripsi 

ini yaitu meneliti 

tentang apakah ada 

peraturan yang 

mengatur kampanye 

hitam melalui media 

sosial dalam 

pemilihan umum, 

serta sanksi apa yang 

diberikan kepada 

pelaku pelanggaran 

kampanye hitam 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

dalam tesis ini 

adalah 

penelitian 

normatif 

dengan 

menggunakan 

metode 

pustaka, 

dimana data 

primer dan 

data sekunder 

disusun 

secara 

sistematis dan 

dianalisis 

secara 

kualitatif. 

perbedaan tesis 

milik gunawan 

dengan skripsi 

penulis, milik 

gunawan lebih 

fokus pada 

kontribusi dalam 

memahami 

bagaimana 

hukum mengatur 

kampanye hitam, 

serta pentingnya 

penegakan 

hukum terhadap 

pelaku 

pelanggaran 

tersebut 

sedangkan milik 

penulis lebih 

berfokus kepada 

pencegahan serta 

solusi yang 

dilakukan komisi 

pemilihan umum 

di pemilihan 

umum 

selanjutnya. 
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tersebut. 

2. Bambang 

Setiawan, 

(2025), 

Fakultas 

Syariah dan 

Hukum, 

Univeristas 

Islam Negeri 

Sultan Syarif 

Kasim Riau 

Pekanbaru 

Aspek Hukum Tinjauan 

Yuridis Kewenangan 

Komisi Pemilihan 

Umumdaerah (Kpud) 

Dalam Pemilihan 

Kepala Daerah Ulang 

Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan 

Umum. Isu hukum yang 

diangkat dalam 

penelitian ini berfokus 

pada batas dan 

pelaksanaan 

kewenangan KPUD 

dalam 

menyelenggarakan 

Pemilihan Kepala 

Daerah  

 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

yuridis 

normatif, 

dengan 

pendekatan 

perundang-

undangan dan 

pendekatan 

konseptual, 

yang menelaah 

bahan hukum 

primer berupa 

Undang-

Undang Nomor 

7 Tahun 2017, 

Undang-

Undang Nomor 

10 Tahun 2016, 

serta peraturan 

dan putusan 

terkait 

 

Perbedaan 

penelitian tersebut 

dengan skripsi 

penulis terletak 

pada fokus kajian 

dan objek 

penelitian, dimana 

penelitian 

terdahulu 

menitikberatkan 

pada kewenangan 

KPUD dalam 

konteks Pemilihan 

Kepala Daerah 

ulang di tingkat 

daerah, sedangkan 

skripsi penulis 

secara khusus 

mengkaji 

kewenangan 

Komisi Pemilihan 

Umum dalam 

menangani 

pelanggaran 

Pemilihan Umum 

Presiden Tahun 

2024, dengan 

pendekatan yuridis 

normatif dan fokus 

pada penanganan 

pelanggaran 

pemilu presiden 

secara nasional. 

3. Rati 

Purwaningsi

h. (2019), 

Fakultas 

Syariah 

Universitas 

Islam 

Negeri 

Raden Intan 

Lampung. 

 

 

Pandangan Hukum 

Islam Terhadap 

Kampanye Hitam 

Dan Ujaran 

Kebencian Dalam 

Pemilihan Presiden 

2019. 

 

Isu hukum yang 

terdapat pada skripsi 

ini adalah bagaimana 

kampanye hitam dan 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

dalam skripsi 

ini adalah 

deskriptif 

analisis 

dengan jenis 

penelitian 

kepustakaan, 

dimana data 

perbedaan skripsi 

milik rati dengan 

skripsi penulis, 

milik rati lebih 

menekankan 

aspek hukum 

islam dalam 

menyelesaikan 

isu kampanye 

hitam dan ujaran 

kebencian di 

media sosial 
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ujaran kebencian 

dalam pilpres 2019 

memengaruhi budaya 

demokrasi di 

Indonesia. 

yang 

digunakan 

berasal dari 

buku-buku 

referensi yang 

berkaitan 

dengan topik 

penelitian. 

dalam pemilihan 

umum presiden 

2019 sedangkan 

milik penulis 

lebih fokus 

kepada 

pencegahan serta 

solusi apa yang 

digunakan komisi 

pemilihan umum 

kedepannya, 

dalam mengatasi 

kampanye hitam 

agar tidak terjadi 

kembali saat 

pemilihan umum 

dimasa 

mendatang. 

4. Sindy Yulia 

Saputri. 

(2020) 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Jember. 

Perlindungan Hukum 

Terhadap Pemilih 

Atas Kampanye 

Hitam Dalam 

Pemilihan Umum. 

 

Isu hukum yang 

terdapat pada skripsi 

ini adalah mengenai 

bagaimana hukum 

melindungi pemilih 

yang terkena dampak 

dari kampanye hitam, 

meskipun mereka 

tidak terlibat 

langsung di 

dalamnya. 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

dalam skripsi 

ini adalah 

penelitian 

hukum 

yuridis-

normatif, 

dengan 

menggunakan 

bahan hukum 

primer dan 

bahan hukum 

sekunder. 

perbedaan skripsi 

milik sindy 

dengan skripsi 

penulis, milik 

sindy lebih 

berfokus 

mengupayakan 

perlindungan 

hukum terhadap 

masyarakat yang 

tidak terlibat 

dalam kampanye 

hitam tetapi 

menjadi korban 

dan terpengaruhi 

oleh kampanye 

hitam, sedangkan 

skripsi milik 

penulis lebih 

membahas 

bagaimana 

komisi pemilihan 

umum mencegah 

dan mencari 

solusi atas 

terjadinya 

kampanye hitam 

supaya tidak 
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terjadi pada 

pemilihan umum 

selanjutnya. 

5. Nur Wahid, 

(2023). 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Hasanuddin 

Makassar. 

Kewenangan KPU 

Dalam Menindaklanjuti 

Rekomendasi Bawaslu 

Dalam Undang Undang 

Pemilihan Kepala 

Daerah. Isu hukum 

adalah bagaimana 

kewenangan Komisi 

Pemilihan Umum dalam 

menindaklanjuti 

rekomendasi Badan 

Pengawas Pemilihan 

Umum terhadap dugaan 

pelanggaran dalam 

penyelenggaraan 

pemilihan kepala 

daerah. 

Penelitian 

tersebut 

menggunakan 

metode 

penelitian 

yuridis 

normatif 

dengan 

pendekatan 

peraturan 

perundang-

undangan dan 

pendekatan 

konseptual. 

 

perbedaan skripsi 

Penelitian 

terdahulu 

menitikberatkan 

pada kewenangan 

KPU dalam 

menindaklanjuti 

rekomendasi 

Bawaslu pada 

konteks 

Pemilihan Kepala 

Daerah, 

sedangkan 

penelitian ini 

secara khusus 

mengkaji 

kewenangan 

KPU dalam 

menangani 

pelanggaran 

Pemilihan Umum 

Presiden Tahun 

2024. 
 

B. Kajian Teoretis dan Konseptual 

1. Teori Kewenangan 

Kewenangan menurut Evita Isretno adalah kekuasaan terhadap 

golongan orang-orang tertentu atau kekusaan terhadap sesuatu bidang 

pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat. Sedangkan 

Wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Kewenangan 

disebut juga “kekuasaan formal” misalnya kekuasaan eksekutif.
21

 

Kewenangan (authority) merupakan kekuasaan formal yang bersumber 
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dari peraturan perundang-undangan. Namun dalam Negara Hukum 

(rechtstaat) seperti Indonesia, tindakan pemerintah tidak saja berdasarkan 

pada kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 

tetapi pemerintah juga memiliki kewenangan yang disebut sebagai 

kewenangan bebas (freies ermessen), yaitu kewenangan untuk bertindak 

sesuai keinginan sendiri yang didasarkan pada asas-asas umum 

pemerintahan yang baik. Karena itulah, pemerintah diberikan kewenangan 

bebas (freies ermessen) yang dapat digunakan manakala belum ada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan yang akan 

diambil.
22

 

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. 

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena 

kekuasaan yang dimiliki oleh Exsekutif, Legislatif, dan Yudikatif 

merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari 

suatu negara dalam proses menyelenggaraan pemerintahan disamping 

unsur-unsur lainya, yaitu: 

a. Hukum 

b. Kewenangan (wewenang) 

c. Keadilan 

d. Kejujuran  

e. Kebijakbestarian dan 

                                                     

22
 I Nyoman Gede Remaja, Hukum Administrasi Negara, (Singaraja: Fakultas Hukum 

Universitas Panji Sakti, Februari 2017), 20. 



24 

 

 

f. Kebijakan.
23

 

Kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek 

hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang 

artinya; kekuasaan itu dapat bersumber pada konstitusi, juga dapat 

bersumber dari luar kontitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta 

atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari kostitusi. 

Selanjutnya, dalam literatur hukum administrasi dijelaskan bahwa istilah 

wewenang seringkali disamakan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah 

kekuasaan tidaklah didentik dengan istilah wewenang. Kata wewenang 

berasal dari kata “authority” (inggris) dan gazag (Belanda). Adapun, 

istilah kekuasaan berasal dari kata power (inggris) dan macht (Belanda). 

Dari kedua istilah ini jelas dapat disimpulkan perbedaan makna dan 

pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah ini haruslah 

dilakukan secara cermat dan hati-hati. Penggunaan atau pemakaian kedua 

istilah ini tampaknya tidak terlalu dipermasalahkan dalam realitas 

penyelenggaran pemerintahan kita. Istilah wewenang dan kewenangan 

berasal dari kata “wenang” keduanya berbentuk noun. Wewenang 

dimaknai hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan. Sedangkan 

kewenangan berarti:  
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a. Hak berwenang 

b. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 

Secara terminologis, antara istilah wewenang digunakan dalam 

bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevogheid” 

dalam istilah hukum Belanda. Istilah wewenang dalam Bahasa Belanda 

sering menggunakan kata bevoegheid, meskipun istilah bekwaamheid pun 

ada yang menerjemahkan dengan kewenangan atau kompetensi.
24

 

Manan, mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum 

tidak sama dengan kekuasaan (match). Kekuasaan hanya menggambarkan 

hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang 

sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichen). Di dalam kaitan 

dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk 

mengatur sendiri (zelfregelen), sedangkan kewajiban secara horizontal 

berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana 

mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan 

dalam suatu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.
25

 

a. Atribusi.  

Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu 

organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan 

legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak 

diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif 
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menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan 

sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. 

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi 

dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya 

sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat 

menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, 

tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat 

(mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) 

untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas 

namanya. 

Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan apa yang termuat 

dalam Algemene Bepalingen van Administratief Recht (ABAR) 

dinyatakan, bahwa wewenang atribusi ialah bilamana dalam undang-

undang (dalam arti materiel) menyerahkan atau memberikan 

wewenang tertentu kepada organ tertentu (van attributie van 

bevoegdheid kan warden gesproken wanner de wet (in materiele zin) 

een bepaalde bevoegdheid aan een bepaald organ toekent).
26

 

b. Delegasi 

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. 

Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak 

demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan 

tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin 
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dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai 

kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut
27

: 

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi 

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. 

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya 

delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang 

memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. 

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hirarki kepegawaian 

tidak diperkenankan adanya delegasi. 

4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans 

berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan 

wewenang tersebut. 

5. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan 

instruksi petunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut. 

Pada wewenang delegasi tidak ada penciptaan wewenang 

pemerintahan baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari 

pejabat yang satu kepada pejabat lainnya sehingga tanggung jawab 

yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans) tetapi telah 

beralih kepada penerima delegasi (delegataris).
28

 

c. Mandat  
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Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 

Adminstrasi Pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan 

memperoleh mandat apabila ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan di atasnya dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. 

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2) Pejabat yang melaksanakan tugas 

rutin tersebut terdiri atas:  

a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat 

definitif yang berhalangan sementara. 

b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat 

definitif yang berhalangan tetap. 

Wewenang yang diperoleh melalui atribusi atau delegasi dapat 

dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan apabila pejabat 

yang memperoleh wewenang tidak sanggup melakukan sendiri. 

Sementara itu, Ridwan HR menjelaskan bahwa pada mandat, penerima 

mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi 

mandat (mandans), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil 

mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini dikarenakan penerima 

mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.
29

 

Berbeda dengan delegasi, pada mandat, mandan atau pemberi 

mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia 

menginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris mengenai apa 

yang diinginkannya. Mandan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang 
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dilakukan mandataris. Mandat, penerima mandat (mandataris) secara 

hierarki kepegawaian adalah bawahan (ondergeschikt) dari pemberi 

mandat dan karenanya hanya menjalankan tugas dan bertindak untuk dan 

atas nama pemberi mandat (mandans). Mandataris tidak dilekati dengan 

wewenang, sehingga konsekuensi yuridisnya mandataris tidak memikul 

tanggung jawab hukum. Semua tindakan hukum yang dilakukan oleh 

mandataris tanggung jawabnya ada pada pemberi mandat (mandans), 

kecuali jika mandataris dalam melaksanakan tugas tersebut melakukan 

tindakan maladministasi.
30

 

2. Konsep Pelanggaran Pemilu 

Pemilihan umum merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan 

rakyat yang diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31

 Untuk 

menjamin terlaksananya prinsip-prinsip tersebut, penyelenggaraan pemilu 

harus dilaksanakan berdasarkan norma hukum yang mengatur seluruh 

tahapan pemilu secara komprehensif. Dalam praktiknya, pelaksanaan 

pemilu tidak terlepas dari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat 

mencederai nilai-nilai demokrasi dan keadilan pemilu. 

Secara konseptual, pelanggaran pemilu dapat dipahami sebagai 

setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu, 

penyelenggara pemilu, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses 

pemilu. Pelanggaran ini dapat terjadi pada setiap tahapan pemilu, mulai 

dari tahapan persiapan, pencalonan, kampanye, pemungutan dan 

penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

memberikan klasifikasi yang jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran 

pemilu. Pasal 460 sampai dengan Pasal 486 mengatur mengenai 

pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, 

sengketa proses pemilu, serta tindak pidana pemilu.
32

 Klasifikasi ini 

menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia 

dirancang secara berlapis sesuai dengan karakter dan tingkat keseriusan 

pelanggaran yang terjadi. 

Pelanggaran administrasi pemilu merupakan bentuk pelanggaran 

yang paling sering terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemilu. 

Pelanggaran ini berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap tata cara, 

prosedur, atau mekanisme administrasi yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan pemilu. Menurut Pasal 460 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran administrasi pemilu mencakup 

pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan 
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dengan administrasi pelaksanaan pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta 

pemilu, penyelenggara pemilu, maupun pihak lain.
33

 

Dalam konteks kelembagaan, kewenangan untuk menangani 

pelanggaran administrasi pemilu berada pada Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu). Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan, 

melakukan pemeriksaan, serta memberikan rekomendasi kepada Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) terkait pelanggaran administrasi yang terjadi. 

Selanjutnya, KPU sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban 

menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 461 dan Pasal 462 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa KPU 

wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran administrasi 

pemilu.
34

 

Selain pelanggaran administrasi, pelanggaran pemilu juga dapat 

berbentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pelanggaran ini 

berkaitan dengan perilaku penyelenggara pemilu yang tidak sesuai dengan 

prinsip integritas, profesionalitas, independensi, dan imparsialitas. 

Penanganan terhadap pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam 

Pasal 155 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. DKPP berwenang 
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memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh anggota KPU maupun Bawaslu.
35

 

Selain itu, terdapat pula tindak pidana pemilu yang merupakan 

perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Tindak 

pidana pemilu diatur secara khusus dalam Bab XXII Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 dan mencakup berbagai perbuatan seperti politik 

uang, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan 

kampanye, serta perbuatan lain yang dapat merusak integritas pemilu. 

Penanganan tindak pidana pemilu dilakukan melalui mekanisme Sentra 

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, 

Kepolisian, dan Kejaksaan.
36

 

Dengan demikian, konsep pelanggaran pemilu tidak dapat 

dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai suatu sistem 

penegakan hukum yang melibatkan berbagai lembaga dengan kewenangan 

yang berbeda namun saling berkaitan. Pengaturan mengenai pelanggaran 

pemilu menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang 

demokratis sangat bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan, 

efektivitas penegakan hukum, serta konsistensi penerapan aturan oleh 

seluruh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap 

konsep pelanggaran pemilu menjadi landasan penting dalam menganalisis 
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peran dan kewenangan KPU dalam menangani pelanggaran pemilu 

sebagaimana dikaji dalam penelitian ini. 

3. Konsep Fiqih Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah 

yang membahas persoalan ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan 

dengan pembentukan dan pengaturan perundang-undangan. Kajian ini 

mencakup pembahasan mengenai konsep konstitusi, termasuk Undang-

Undang Dasar Negara serta sejarah lahirnya peraturan perundang-

undangan dalam suatu negara. Selain itu, siyasah dusturiyah juga 

membahas proses pembentukan peraturan perundang-undangan, 

mekanisme legislasi, serta peran lembaga-lembaga demokratis dan 

musyawarah (syura) sebagai unsur penting dalam sistem ketatanegaraan.
37

 

Pada dasarnya, pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan 

untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta memenuhi kebutuhan hidup 

manusia secara adil dan teratur. 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang mendasari 

perumusan undang-undang dasar dalam Islam mencakup jaminan terhadap 

hak asasi manusia, pengakuan atas persamaan kedudukan setiap individu 

di hadapan hukum, serta penolakan terhadap segala bentuk pembedaan 

berdasarkan status sosial, tingkat kekayaan, pendidikan, maupun agama. 
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Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam pembentukan 

sistem hukum yang adil dan berkeadilan.
38

 

Pembahasan mengenai konstitusi juga berkaitan erat dengan 

sumber-sumber serta kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan 

dalam suatu negara, baik yang bersifat material, historis, yuridis, maupun 

interpretatif. Sumber material merujuk pada hal-hal pokok yang menjadi 

substansi utama dalam pembentukan Undang-Undang Dasar. Pokok 

bahasan utama dalam sumber konstitusi tersebut adalah pengaturan 

hubungan antara pemerintah dengan warga negara yang diperintah. Oleh 

karena itu, perumusan suatu konstitusi tidak dapat dipisahkan dari latar 

belakang sejarah, kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat suatu 

negara. Dengan demikian, substansi konstitusi harus mencerminkan nilai-

nilai, aspirasi, serta karakter kehidupan masyarakat tempat konstitusi 

tersebut diberlakukan. 

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat 

luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi 

hal-hal sebagai berikut:
39

 

a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan 

b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 

c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

d. Persoalan bai‟at 
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e. Persoalan waliyul ahdi  

f. Persoalan perwakilan 

g. Persoalan ahlul halli wal aqdi  

h. Persoalan wizarah dan perbandingannya 

Hadis muaz bin Jabal tentang ijtihad 

لى اليمن، فقال َ بعََ ٍَ مُعَاذَا ا  ُ علَيَْهِ وَسَلََّّ ِ صَلََّّ اللَّّ  «كَيْفَ تقَْضِِ؟» :أَنَّ رَسُولَ اللَّّ

نْ لمَْ يكَُنْ فِي كِتَابِ اِلله ؟» :قال .ب الله أ قضِ بما في كتا :فقال
ِ
نَّةِ  :قاَلَ  .فاَ فبَِس ُ

ُ علَيَْهِ وَسَلَََّّ  ِ صَلََّّ اللَّّ ِ » :قاَلَ  .رَسُولِ اللَّّ نَّةِ رَسُولِ اللَّّ نْ لمَْ يكَُنْ فِي س ُ
ِ
ُ  -فاَ صَلََّّ اللَّّ

؟ ِ » :قال .أ جتهد رأ يي :، قال«علَيَْهِ وسلََّّ ِ الحمَْدُ لِله الَّّ  ي و وَفََّ  رَسُولَ رَسُولِ اللَّّ
 

Artinya: Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila 

dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan?” Muaz menjawab: “Saya 

akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah” Nabi bertanya lagi: 

“Sekiranya kamu tidak mendapati didalam kitab Allah?” Jawab Muaz: 

Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnahnya Nabi lagi: “Sekiranya 

kamu tidak menemui di dalam Sunnah? Muaz menjawab" Saya akan 

berijtihad dengan pandanganku Nabi pun bersabda: “Segala puji bagi 

Allah yang telah member tau kepada utusan Rasulullah.
40

  

 

Hadis ini menjadi pondasi bagi pembentukan hukum baru (tasyri‘ 

jadīd) ketika tidak ada nash ayat atau hadis yang secara langsung 

membahas permasalahan tersebut. Dalam konteks hukum perundang-

undangan, hadis ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
41

 

a. Prinsip Keadilan: Hadis ini menekankan pentingnya keadilan dalam 

proses pengambilan keputusan hukum. Hakim atau pengambil 
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keputusan harus memutuskan berdasarkan bukti dan argumentasi yang 

jelas, bukan berdasarkan pada kepentingan pribadi atau emosi. 

b. Batasan Kekuasaan: Hadis ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan 

hakim atau pengambil keputusan tidaklah mutlak. Mereka harus 

bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan akan dimintai 

pertanggungjawaban di hadapan Allah.  

c. Pentingnya Prosedur: Hadis ini menekankan pentingnya prosedur yang 

adil dalam proses pengambilan keputusan hukum. Hakim harus 

mendengar kedua belah pihak dan mempertimbangkan bukti-bukti 

yang ada sebelum membuat keputusan. 

d. Konsekuensi Keputusan: Hadis ini juga menunjukkan bahwa 

keputusan yang salah dapat memiliki konsekuensi yang serius, yaitu 

hukuman di neraka. 

Dalam konteks hukum perundang-undangan modern, hadis ini 

dapat diaplikasikan sebagai: 

a. Prinsip Due Process: Proses hukum harus adil dan transparan, dengan 

mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat. 

b. Prinsip Akuntabilitas: Hakim atau pengambil keputusan harus 

bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan dapat dimintai 

pertanggungjawaban. 

c. Pentingnya Bukti: Keputusan hukum harus berdasarkan pada bukti-

bukti yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode berasal dari bahasa Yunani methodos, yang berarti cara atau jalan. 

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, 

yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos 

berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara 

kerja. Penelitian merupakan terjemah dari kata research yang berarti penelitian, 

penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara 

sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis 

untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.  

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk 

memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu 

dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan. Penelitian 

dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, 

sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat 

dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap 

persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Dengan 

demikian bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri 

sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti 

untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil 

kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau 
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menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi 

kehidupan manusia.
42

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu 

penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dengan bertumpu 

pada bahan hukum primer. Pendekatan ini dilakukan melalui pengkajian teori-

teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-

undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.
43

. 

Dalam konteks ini, penelitian secara khusus menitikberatkan pada analisis 

ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum,
44

 sebagai dasar hukum utama dalam mengkaji 

larangan dan pengaturan terkait pelanggaran pemilu. 

Selain itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

menelaah berbagai sumber pustaka. Proses penelitian dilakukan melalui 

pengumpulan dan penelaahan buku-buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain 

yang relevan, guna memperoleh landasan teoritis dan pemahaman yang 

komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk 

memanfaatkan temuan-temuan dari ilmu hukum empiris maupun disiplin ilmu 

lainnya sebagai bahan pendukung analisis, tanpa mengubah karakter dasar 

ilmu hukum itu sendiri sebagai suatu ilmu yang bersifat normatif. Dengan 

demikian, hasil kajian dari berbagai bidang dapat digunakan untuk 

memperkaya analisis hukum, sepanjang tetap berada dalam kerangka kajian 

norma dan kaidah hukum.
45

   

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk 

menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran pemilu, 

khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum. Fokus analisis diarahkan pada Pasal 280 ayat (1) 

huruf c sebagai dasar normatif utama dalam mengkaji bentuk pelanggaran 

serta implikasi hukumnya.
46

 Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk 

menelaah secara mendalam makna normatif, ruang lingkup pengaturan, serta 

relevansi ketentuan tersebut terhadap praktik penyelenggaraan pemilu. Dalam 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan Konseptual 

(Conceptual Approach), dan pendekatan peraturan Perundang-undangan 

(Statute Approach).  
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1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu metode 

yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara mengkaji berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan 

isu hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk 

memahami norma hukum yang berlaku serta keterkaitannya dalam 

mengatur permasalahan yang diteliti.
47

 Melalui pendekatan perundang-

undangan ini, peneliti dapat menelaah secara komprehensif keterkaitan 

antara isu hukum yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan 

yang mengaturnya, serta melihat keselarasan dan hubungan antarregulasi 

yang saling berkaitan dalam satu sistem hukum. 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menitikberatkan pada 

penggunaan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum. Pendekatan ini berfungsi untuk membangun pemahaman 

melalui konsep-konsep hukum yang mampu menghadirkan gambaran mengenai 

objek kajian, baik dari sudut pandang praktis maupun dari perspektif keilmuan, 

sehingga membantu memperjelas kerangka analisis terhadap permasalahan yang 

diteliti.
48

  

Pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti tidak semata-mata 

bertumpu pada ketentuan hukum yang berlaku, melainkan juga menggali 

pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui kajian 
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terhadap pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan gagasan-

gagasan yang melahirkan pengertian, konsep, serta asas hukum yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti.
49

 

C. Sumber Bahan Hukum 

1. Sumber Bahan Hukum Primer 

Sumber bahan hukum primer merupakan rujukan utama dalam 

penelitian hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena bersumber 

langsung dari norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer meliputi 

berbagai ketentuan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, risalah 

resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.
 50

 Dalam hal ini 

sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945 

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi 

memberikan penjelasan, pemahaman, maupun penafsiran terhadap bahan 

hukum primer. Bahan ini dapat berupa Rancangan Undang-Undang, buku 

ajar, hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal atau majalah ilmiah, serta 

pandangan para ahli hukum. Menurut Peter Mahmud, bahan hukum 

sekunder mencakup seluruh publikasi di bidang hukum yang tidak 
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tergolong sebagai dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal 

hukum, serta berbagai komentar atau analisis terhadap putusan 

pengadilan.
51

 

3. Sumber Bahan Hukum Tersier 

Sumber bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang 

digunakan untuk menunjang dan memperjelas keberadaan bahan hukum 

lainnya dalam suatu penelitian. Keberadaan bahan hukum tersier berfungsi 

memberikan arahan, penjelasan, maupun pemahaman tambahan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang termasuk 

dalam bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa, 

ensiklopedia, serta ensiklopedia hukum. 
52

  

D. Teknik  Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan 

melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum, baik bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, 

termasuk pula bahan non-hukum yang relevan. Penelusuran bahan hukum 

tersebut dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengamati, serta 

mengakses berbagai sumber informasi melalui media cetak maupun media 

elektronik seperti situs atau laman resmi di internet. 
53

 Dalam penelitian ini, 

metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (library 

research).  
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Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

menelaah berbagai sumber tertulis yang memuat informasi hukum, baik yang 

berasal dari literatur maupun publikasi lainnya yang relevan dan diperlukan 

dalam suatu penelitian hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode kepustakaan (library research). 

E. Analisis Bahan Hukum  

Analisis terhadap bahan hukum yang telah dihimpun dilakukan melalui 

beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, serta 

sistematisasi. Tahap sistematisasi bertujuan untuk menyusun bahan hukum 

secara teratur agar tidak terjadi pertentangan antara satu bahan hukum dengan 

bahan hukum lainnya. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terklasifikasi 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan 

perundang-undangan, serta pendekatan lain yang relevan guna memperoleh 

pemahaman dan jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian.
54

 

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan 

melalui proses sistematisasi, yakni dengan menyeleksi bahan hukum yang 

relevan, kemudian mengelompokkannya berdasarkan jenis dan 

karakteristiknya. Selanjutnya, bahan hukum tersebut disusun secara terstruktur 

agar menghasilkan uraian yang runtut dan logis, sehingga terlihat keterkaitan 

antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya. Melalui proses ini 
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diharapkan dapat diperoleh gambaran umum yang komprehensif sebagai 

jawaban atas permasalahan penelitian.
55

 

F. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa tahapan. Tahapan penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari beberapa tahapan 

yaitu tahap pra-penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap 

penyelesaian. Tahap-tahap dalam melakukan penelitian hukum dilakukan 

dengan cara: 

1. Identifikasi Isu Hukum  

Penerapan pendekatan doktrinal maupun non-doktrinal merupakan 

upaya untuk menemukan dan menganalisis suatu kajian hukum dengan 

menelaah aturan serta asas hukum yang relevan dalam bidang tertentu. 

Melalui pendekatan tersebut, dimungkinkan adanya hubungan timbal 

balik yang saling melengkapi antara aspek normatif dan aspek empiris 

dalam menghasilkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif.
56 

Dalam penelitian hukum, penggunaan pendekatan doktrinal 

maupun non-doktrinal merupakan metode yang penting untuk 

menghasilkan suatu kajian hukum yang komprehensif. Pendekatan 

doktrinal menitikberatkan pada penelaahan terhadap peraturan perundang-

undangan, asas-asas, serta doktrin hukum yang berkembang dalam bidang 
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tertentu. Sementara itu, pendekatan non-doktrinal memandang hukum 

tidak semata sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang 

hidup dan diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. 

2. Penentuan Pendekatan dalam Penelitian Hukum 

Pendekatan masalah yaitu proses pemecahan masalah yang akan 

ditulis, dalam penentuan pendekatan hukum akan dikaji dari tiga bagian 

pendekatan hukum, diantaranya:
57

 

a. Pendekatan Normatif; 

b. Pendekatan Normatif Empiris; 

c. Pendekatan Empiris. 

Penetapan pendekatan dalam penelitian hukum memiliki peranan 

penting karena akan memengaruhi cara peneliti memahami dan 

menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Pemilihan antara 

pendekatan doktrinal, non-doktrinal, maupun kombinasi keduanya 

ditentukan oleh tujuan penelitian, karakteristik permasalahan yang diteliti, 

serta hasil yang hendak dicapai. 

3. Pengumpulan Bahan Hukum   

Perencanaan penelitian merupakan suatu pedoman atau langkah 

sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses penelitian. Setelah 

bahan hukum berhasil dihimpun, tahap selanjutnya adalah melakukan 

pengolahan terhadap bahan tersebut agar dapat dianalisis secara 

                                                     

57
 Nitaria Angkasa , Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar, (Lampung:  CV 

Laduny Alifatama, 2019), 54. 



51 

 

 

mendalam dan selanjutnya diimplementasikan sesuai dengan tujuan 

penelitian.
58 

Perencanaan penelitian bertujuan untuk menjamin agar proses 

pengumpulan data berlangsung secara terarah dan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. Setelah data atau bahan hukum berhasil dihimpun, 

tahap berikutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis terhadap data 

tersebut sehingga dapat dihasilkan temuan atau kesimpulan yang 

mendukung argumentasi dalam penelitian hukum. 

4. Telaah Isu Hukum 

Telaah isu hukum merupakan kegiatan analisis terhadap berbagai 

permasalahan atau isu yang muncul dengan melakukan penelitian secara 

normatif maupun empiris. Proses ini dilakukan secara akademis dengan 

tetap memperhatikan aspek-aspek praktis yang relevan dalam upaya 

memperoleh jawaban atau pemecahan terhadap isu hukum yang dikaji.
59 

Telaah isu hukum dilakukan untuk mengidentifikasi dan 

memahami secara mendalam pokok permasalahan hukum yang menjadi 

fokus penelitian. Dalam proses ini, peneliti menelaah isu tersebut baik 

dari perspektif normatif maupun empiris, dengan tetap memperhatikan 

aspek keilmuan serta penerapannya dalam praktik hukum.
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran 

Pemilihan Umum Presiden Berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan  

1. Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 

Menurut Manuel Kaisiepo, pemilu telah menjadi tradisi penting 

hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia.
60

 Lebih 

lanjut dikatakannya, pemilihan umum penting karena berfungsi memberi 

legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan 

legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi 

mempertahankan status quo bagi sistem pemerintahan yang ingin terus 

menetap dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini maka 

legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan. Bukan soal demokrasi 

yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu. paimin Napitupulu 

menegaskan bahwa Pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan 

memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, 

pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti 

pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak 

melakukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka 

merupakan proses pemilihan umum. jadi melalui pemilihan umum, rakyat 

memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, 
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pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk 

mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses 

memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan.
61

  

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan 

bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 

dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil dalam Negara Kesatua Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan 

demokrasi. Selain itu peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya 

tidak hanya melaksanakan pemilu akan tetapi dengan cara berperan aktif 

memberikan masukan, usulan dan kritikan objektif kepada pemerintah dan 

mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat 

melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa atau dengan cara 

berunjukrasa sesuai dengan aturan perundang-undangan.
62

 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-

Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden mempersyaratkan pengajuan calon oleh partai politik atau 
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gabungan partai spolitik harus mendapatkan 20 persen kursi Dewan 

Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara nasional. Pemilihannya 

mempersyaratkan mendapatkan 50 persen suara lebih yang tersebar di 1/3 

wilayah propinsi, kalau tidak tercapai dilakukan Pemilu ulang dengan 

menggunakan syarat suara terbanyak yang akan dilantik.
63

 Pada Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden calon harus mendapatkan 50% lebih suara 

nasional dan tersebar 1/3 provinsi di Indonesia. Apabila belum mencapai 

batas suara itu, maka dua suara terbanyak dilakukan pemilihan ulang dan 

suara terbanyak akan memenangi Pemilu tersebut. Angka tersebut tidak 

mudah mendapatkanya, oleh sebab itu pemilu ulang bisa saja terjadi pada 

dua kontestan dengan suara tertinggi. Ketentuan diatas menafsirkan bahwa 

calon Presiden dan Wakil Presiden setidaknya didukung 50% lebih rakyat 

pemilih. 

Persyaratan tersebut telah memenuhi kualifikasi Presiden dan 

Wakil Presiden dipilih langsung melalui Pemilu, kualifikasi lainnya juga 

dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Pasal 6A. Secara umum kualifikasi sistem presidensiil adalah :
64

  

a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung. 

b. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.  

c. Menteri negara bertanggungjawab kepada Presiden.  

d. Presiden tidak bisa dijatuhkan parlemen.  
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2. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Menangani 

Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden Berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara 

pemilu memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, 

termasuk dalam upaya penanganan pelanggaran pemilu pada pelaksanaan 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas menyelenggarakan seluruh 

tahapan pemilu, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan 

anggota legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. Selain menjalankan 

fungsi teknis penyelenggaraan, KPU juga memiliki kewenangan dalam 

menindaklanjuti dan menangani pelanggaran administrasi pemilu 

berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 

sehingga berperan penting dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang 

jujur, adil, dan berintegritas.
65

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga 

penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kedudukan strategis dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan KPU secara normatif diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
66

 

yang memberikan dasar hukum bagi KPU untuk melaksanakan seluruh 
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tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam hal penanganan 

pelanggaran pemilu. Kedudukan dan kewenangan tersebut merupakan 

perwujudan dari prinsip negara hukum dan demokrasi yang menempatkan 

pemilu sebagai sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat. 

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga 

penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang 

bertugas melaksanakan pemilu.
67

 Selanjutnya, dalam Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa KPU memiliki 

kewenangan untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengendalikan, 

serta mengevaluasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.
68

 

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa KPU tidak hanya 

berperan sebagai pelaksana teknis pemilu, melainkan juga sebagai institusi 

yang memiliki tanggung jawab menjaga integritas, transparansi, dan 

akuntabilitas pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, kewenangan KPU 

dalam menangani pelanggaran pemilu merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari tugas konstitusionalnya dalam menjamin terselenggaranya 

pemilu yang jujur dan adil. 

Pengaturan mengenai kewenangan KPU dalam menangani 

pelanggaran pemilu dapat ditemukan secara eksplisit dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu ketentuan penting terdapat 
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dalam Pasal 93 yang menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan 

penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Namun, dalam hal pelanggaran 

administrasi pemilu, KPU memiliki peran strategis sebagai lembaga yang 

berwenang menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.
69

 

Lebih lanjut, Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 menyatakan bahwa dalam hal terjadi dugaan pelanggaran 

administrasi pemilu, Bawaslu melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan 

rekomendasi kepada KPU untuk ditindaklanjuti.
70

 Selanjutnya, Pasal 462 

ayat (1) menegaskan bahwa KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi 

tersebut sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan ini menunjukkan 

bahwa KPU memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjuti setiap 

rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi 

pemilu.
71

 

Dengan demikian, meskipun Bawaslu memiliki fungsi pengawasan 

dan pemeriksaan, kewenangan akhir dalam menjatuhkan sanksi 

administratif tetap berada pada KPU. Hal ini menempatkan KPU sebagai 

aktor kunci dalam penegakan hukum administrasi pemilu, sekaligus 

sebagai institusi yang menentukan efektivitas penanganan pelanggaran 

pemilu secara keseluruhan. 
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Pelanggaran administrasi pemilu merupakan pelanggaran terhadap 

tata cara, prosedur, atau mekanisme penyelenggaraan pemilu yang tidak 

termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu. Pengaturan mengenai 

pelanggaran administrasi secara eksplisit terdapat dalam Pasal 460 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
72

 Dalam konteks ini, KPU 

berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, 

pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah tertentu, atau sanksi 

administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kewenangan KPU dalam menjatuhkan sanksi administratif tidak 

dapat dilepaskan dari prinsip due process of law, yakni bahwa setiap 

penanganan pelanggaran harus dilakukan melalui mekanisme yang 

transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang adil kepada 

pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam 

menjalankan kewenangannya, KPU wajib mendasarkan setiap keputusan 

pada hasil kajian hukum yang objektif serta rekomendasi resmi dari 

Bawaslu. 

Dalam praktiknya, pelanggaran yang bersumber dari Pasal 280 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kerap dikualifikasikan sebagai 

pelanggaran administrasi, terutama ketika perbuatan tersebut tidak 

memenuhi unsur pidana secara formil maupun materiil.
73

 Hal ini 

menunjukkan bahwa kewenangan KPU dalam menangani pelanggaran 
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administrasi memiliki peran yang sangat dominan dalam sistem penegakan 

hukum pemilu. Untuk data pelanggaran pemilu yang mengarah pada 

pelanggaran admiistrasi dan tindak pidana pemilu sudah penulis 

cantumkan pada lampiran sebagai data penguat.  

Mengapa pasal 280 ayat (1) huruf c Bukan Pidana? Penghinaan 

dalam konteks kampanye Pemilu diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c, 

bersifat administratif karena berkaitan dengan etika dan tata cara 

kampanye. Penghinaan yang masuk tindak pidana umum diatur dalam 

KUHP (misalnya Pasal 310–311 KUHP), bersifat pidana jika memenuhi 

unsur pidana, misalnya fitnah atau pencemaran nama baik dengan niat 

jahat. Namun, Undang-Undang Pemilu memiliki sistem pemerintahan 

khusus, yaitu penegakan administrasi oleh Bawaslu. Jika penghinaan 

terjadi dalam konteks kegiatan kampanye, maka penanganannya dilakukan 

melalui mekanisme pelanggaran administrasi Pemilu, bukan pidana 

umum. 

Sanksi Administratif dapat berupa: Teguran tertulis, Penghentian 

kegiatan kampanye, pembatalan kegiatan kampanye atau materi 

kampanye, rekomendasi ke KPU untuk memberikan tindakan administratif 

tambahan. Tidak ada ancaman pidana (penjara atau denda), karena sifatnya 

administratif dan bertujuan menertibkan kampanye, bukan menghukum 

secara pidana. Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 termasuk pelanggaran administrasi Pemilu karena Mengatur etika 

dan tata cara kampanye, bukan delik pidana. Pelaksanaannya dalam 
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konteks tahapan kampanye, yang diawasi oleh Bawaslu. Penanganannya 

melalui mekanisme administratif, sesuai Perbawaslu Nomor 7 Tahun 

2022.
74

 Sanksinya bersifat administratif, tidak melibatkan proses pidana 

atau peradilan umum. Dengan demikian, pelanggaran Pasal 280 ayat (1) 

huruf f bukan tindak pidana, melainkan pelanggaran terhadap norma etika 

administratif kampanye Pemilu yang diatur dan diawasi oleh Bawaslu. 

Meskipun KPU memiliki kewenangan dalam menangani 

pelanggaran administrasi, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak berdiri 

sendiri. Dalam sistem penegakan hukum pemilu, KPU bekerja bersama 

dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Bawaslu berfungsi sebagai pengawas sekaligus pihak yang melakukan 

penilaian awal terhadap dugaan pelanggaran, sedangkan DKPP berwenang 

menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara 

pemilu.
75

 

Keterkaitan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP menunjukkan bahwa 

sistem penegakan hukum pemilu bersifat terintegrasi. Namun demikian, 

batas kewenangan antar lembaga tersebut harus dipahami secara jelas agar 

tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun konflik antar 

lembaga. Dalam konteks inilah, kejelasan norma mengenai kewenangan 

                                                     

74
 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, (BN 2023 

(1073) : 28 Halaman) 
75

 Muhammad Maulana Nazril, Dicky Juliandi, Surya Sukti, Sinergi KPU, BAWASLU, dan 

DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia, Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan 

Hukum Indonesia, Volume 1 No. 4 Oktober 2024, 73-85, 

https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.524  

https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.524


61 

 

 

KPU menjadi sangat penting untuk menjamin efektivitas dan kepastian 

hukum dalam penanganan pelanggaran pemilu. 

Berdasarkan teori kewenangan (theory of authority) dalam hukum 

tata negara, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa setiap lembaga negara 

hanya dapat bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan (atribusi, delegasi, atau mandat). Dalam 

konteks KPU, kewenangannya bersifat atributif, yaitu langsung diberikan 

oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

sebagai dasar hukum yang membentuk dan menetapkan fungsi, tugas, serta 

batas tindakannya. 

Teori kewenangan menegaskan bahwa tindakan tanpa dasar hukum 

yang jelas adalah ultra vires (melampaui kewenangan), sehingga setiap 

langkah KPU termasuk dalam penanganan pelanggaran administrasi 

pemilu harus bersandar pada norma hukum yang berlaku dan prinsip due 

process of law. Dengan demikian, kewenangan KPU bukan sekadar 

wewenang teknis, melainkan juga perwujudan prinsip legalitas dan 

akuntabilitas dalam sistem negara hukum demokratis. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara 

normatif KPU telah diberikan kewenangan yang cukup luas dalam 

menangani pelanggaran pemilu, khususnya pelanggaran administrasi.
76

 

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti 

perbedaan penafsiran terhadap norma hukum, keterbatasan kewenangan 
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dalam menjatuhkan sanksi, serta potensi tumpang tindih kewenangan 

dengan lembaga lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan 

penguatan regulasi dan kejelasan norma agar pelaksanaan kewenangan 

KPU dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian hukum. 

Dengan demikian, kajian terhadap kewenangan KPU dalam 

menangani pelanggaran pemilu menjadi penting untuk menilai sejauh 

mana efektivitas sistem hukum pemilu di Indonesia serta untuk 

memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkeadilan, dan berintegritas. 

B. Penguatan Pengaturan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 

Presiden Di Masa Yang Akan Datang  

Penanganan pelanggaran pemilihan umum merupakan aspek 

fundamental dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, 

berintegritas, dan berkeadilan. Berbagai persoalan yang muncul dalam praktik 

penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait penafsiran dan penerapan 

ketentuan mengenai pelanggaran pemilu, menunjukkan bahwa pengaturan 

hukum yang ada masih memerlukan penguatan dan penyempurnaan. Oleh 

karena itu, upaya penguatan pengaturan penanganan pelanggaran pemilihan 

umum menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan kepastian hukum serta 

meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. 

Salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah 

masih adanya ketidakjelasan batas antara pelanggaran administrasi dan tindak 

pidana pemilu. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 
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khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf c, memuat larangan-larangan yang dalam 

praktik dapat ditafsirkan secara berbeda, tergantung pada konteks dan 

penilaian aparat penegak hukum.
77

 Ketidakjelasan norma ini berpotensi 

menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap perbuatan yang serupa, sehingga 

berdampak pada inkonsistensi penegakan hukum dan berkurangnya kepastian 

hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pemilu. 

Data yang diperoleh dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

menunjukkan bahwa dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat 

sejumlah laporan dugaan pelanggaran yang sebagian besar dikualifikasikan 

sebagai pelanggaran administrasi pemilu. Berdasarkan rekapitulasi data 

tersebut, bentuk pelanggaran yang dominan antara lain berkaitan dengan 

dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, penggunaan fasilitas 

pemerintah, serta ketidaksesuaian prosedur administratif dalam tahapan 

kampanye. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar laporan tidak 

dilanjutkan ke tahap penegakan hukum pidana, melainkan ditangani melalui 

mekanisme administrasi pemilu, baik dengan diteruskan kepada instansi 

terkait maupun dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur pidana.
78

 

Data Bawaslu tersebut tidak dimaksudkan sebagai temuan empiris 

dalam penelitian ini, melainkan digunakan sebagai bahan pendukung untuk 

memperkuat analisis normatif terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam menunjukkan adanya 
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kecenderungan bahwa pelanggaran yang terjadi lebih banyak dikualifikasikan 

sebagai pelanggaran administrasi daripada tindak pidana pemilu.
79

  

Data pelanggaran pemilu sebagaimana tercantum dalam lampiran, 

laporan Bawaslu dan beberapa temuan publik menunjukkan bahwa masih 

terdapat praktik pelanggaran yang berulang dalam tahapan pemilu. Meskipun 

data tersebut tidak dijadikan sebagai objek utama penelitian, keberadaannya 

memperkuat argumentasi bahwa pengaturan normatif dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1), masih memerlukan 

kejelasan norma guna menjamin kepastian hukum dalam penanganan 

pelanggaran pemilu.
80

 

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui perumusan 

norma yang lebih tegas dan terukur mengenai kualifikasi pelanggaran 

administrasi dan tindak pidana pemilu. Penguatan tersebut dapat dilakukan 

dengan memperjelas unsur-unsur perbuatan yang termasuk dalam kategori 

pelanggaran administrasi serta membedakannya secara eksplisit dengan unsur-

unsur tindak pidana pemilu. Dengan adanya batasan yang jelas, aparat 

penegak hukum dapat memiliki pedoman yang lebih objektif dalam 

menentukan bentuk pelanggaran serta mekanisme penanganannya. 

Selain penguatan pada aspek normatif, penguatan kelembagaan juga 

menjadi aspek penting dalam penanganan pelanggaran pemilu. Kewenangan 

antara KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum perlu diletakkan dalam 
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kerangka koordinasi yang lebih efektif dan terstruktur. Penguatan peran KPU 

dalam menindaklanjuti pelanggaran administrasi, disertai dengan kejelasan 

batas kewenangan antara KPU dan Bawaslu, akan membantu mencegah 

tumpang tindih kewenangan serta mempercepat proses penegakan hukum 

pemilu. 

Penguatan pengaturan juga perlu diarahkan pada peningkatan 

konsistensi penegakan hukum melalui penyusunan pedoman teknis atau 

peraturan pelaksana yang lebih rinci. Pedoman tersebut dapat menjadi acuan 

bagi penyelenggara pemilu dalam menilai, mengkualifikasikan, dan menindak 

pelanggaran secara seragam di seluruh wilayah. Dengan adanya pedoman 

yang jelas dan terukur, potensi perbedaan penafsiran antar daerah dapat 

diminimalkan, sehingga tercipta kepastian hukum dan keseragaman penerapan 

hukum pemilu. 

Di samping aspek normatif dan kelembagaan, penguatan penanganan 

pelanggaran pemilu juga perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia penyelenggara pemilu.
81

 Pemahaman yang komprehensif 

terhadap norma hukum, asas keadilan, serta prinsip-prinsip demokrasi menjadi 

faktor penting dalam menjamin kualitas penegakan hukum pemilu. Oleh 

karena itu, pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi penyelenggara pemilu 

menjadi bagian integral dari upaya pembaruan sistem penegakan hukum 

pemilu. 
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Berdasarkan konsep fiqih siyasah dusturiyah, yaitu cabang ilmu politik 

Islam yang membahas tata kelola pemerintahan dan pembentukan hukum 

berdasarkan prinsip keadilan, kedaulatan rakyat, dan tanggung jawab 

penguasa dalam bingkai konstitusi (dustur), penguatan sistem penanganan 

pelanggaran pemilu sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan di atas 

merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai fiqih siyasah dusturiyah, yakni 

mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan hukum, berkeadilan, dan 

berorientasi pada kemaslahatan rakyat dalam praktik demokrasi modern 

Indonesia. 

Dengan demikian, penguatan pengaturan penanganan pelanggaran 

pemilihan umum tidak hanya dimaknai sebagai perubahan norma hukum 

semata, tetapi juga mencakup pembenahan sistem, kelembagaan, dan kapasitas 

pelaksana hukum. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem 

penegakan hukum pemilu yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian 

hukum, sehingga tujuan utama penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan 

berintegritas dapat terwujud secara berkelanjutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran 

pemilu pada dasarnya terbatas pada pelanggaran administrasi sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakjelasan norma, 

khususnya terkait pembedaan antara pelanggaran administrasi dan tindak 

pidana pemilu, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam 

penegakan hukum 

2. Pengaturan hukum mengenai penanganan pelanggaran pemilu belum 

sepenuhnya memberikan kepastian hukum, sehingga diperlukan penguatan 

regulasi untuk memperjelas batas kewenangan KPU serta menjamin 

efektivitas penegakan hukum pemilu yang berkeadilan dan demokratis. 

B. Saran 

1. Diperlukan penguatan pengaturan hukum yang lebih tegas dan rinci 

mengenai batas kewenangan KPU dalam menangani pelanggaran pemilu. 

Pemerintah dan pembentuk Undang-Undang perlu melakukan 

penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur hubungan 

kewenangan antara KPU dan Bawaslu, khususnya dalam konteks 

pelanggaran administrasi pemilu. Selain itu, diperlukan peningkatan 

koordinasi dan pemahaman antar lembaga penyelenggara pemilu agar 
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pelaksanaan kewenangan dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan 

sesuai dengan prinsip kepastian hukum. 

2. Diperlukan upaya penguatan regulasi melalui perumusan norma yang 

lebih tegas dan jelas terkait klasifikasi pelanggaran pemilu. Pembentuk 

undang-undang diharapkan dapat memperjelas batasan antara pelanggaran 

administrasi dan tindak pidana pemilu guna mencegah perbedaan 

penafsiran dalam praktik. Selain itu, diperlukan penyusunan pedoman 

teknis yang komprehensif bagi penyelenggara pemilu agar pelaksanaan 

penegakan hukum dapat berjalan secara konsisten, profesional, dan 

berorientasi pada kepastian hukum serta perlindungan terhadap prinsip-

prinsip demokrasi 
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https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=65-MAGOR4
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=65-MAGOR4
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Sumber:https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&tick

et=76-029EY1  

 

 

 

https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=76-029EY1
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=76-029EY1
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Sumber:https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&tick

et=21-57WJW0  

 

Sumber:https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&tick

et=92-GE21MC  

 

https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=21-57WJW0
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=21-57WJW0
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=92-GE21MC
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=92-GE21MC
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Sumber:https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&tick

et=63-PW4QYF  

 

 

Sumber:https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&tick

et=61-RUBGRE  

 

https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=63-PW4QYF
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=63-PW4QYF
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=61-RUBGRE
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=61-RUBGRE
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Sumber:https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&tick

et=73-FPRARH  

 

Sumber:https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&tick

et=16-ZS5XAA  

 

 

https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=73-FPRARH
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=73-FPRARH
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=16-ZS5XAA
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=16-ZS5XAA
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Sumber:https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&tick

et=31-TX8FU3  

 

Sumber:https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&tick

et=62-8KYIX1  

https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=31-TX8FU3
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=31-TX8FU3
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=62-8KYIX1
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=62-8KYIX1
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Sumber:https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&tick

et=11-0I4BGT  

 

 

Sumber:https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip//36/171377515

6212Rekap%20Data%20Penanganan%20Pelanggaran%20di%20Kabupaten%20Kota

%20se-Provinsi%20Banten%20(Update%20April%202024).pdf  

https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=11-0I4BGT
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=11-0I4BGT
https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/36/1713775156212Rekap%20Data%20Penanganan%20Pelanggaran%20di%20Kabupaten%20Kota%20se-Provinsi%20Banten%20(Update%20April%202024).pdf
https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/36/1713775156212Rekap%20Data%20Penanganan%20Pelanggaran%20di%20Kabupaten%20Kota%20se-Provinsi%20Banten%20(Update%20April%202024).pdf
https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/36/1713775156212Rekap%20Data%20Penanganan%20Pelanggaran%20di%20Kabupaten%20Kota%20se-Provinsi%20Banten%20(Update%20April%202024).pdf
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Sumber:https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&tick

et=17-2TBGRG  

 

Sumber:https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&tick

et=21-57WJW0  

https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=17-2TBGRG
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=17-2TBGRG
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=21-57WJW0
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=21-57WJW0
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Sumber:https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&tick

et=34-FNHG56  

 

Sumber:https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&tick

et=75-8MNF1F.  

 

https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=34-FNHG56
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=34-FNHG56
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=75-8MNF1F
https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=75-8MNF1F
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PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Uwais Alqoroni 

NIM  : 201102030008 

Program Studi : Hukum Tata Negara 

Fakultas  : Fakultas Syariah 

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini 

tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah 

yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis 

dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar 

pustaka. 

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti 

terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya 

bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan 

tanpa paksaan dari siapapun.  

 

 

 

 

 

Jember, 26 November 2025 

   Saya yang menyatakan, 

 

 

 

 

 

 

        Uwais Alqoroni 

     NIM. 201102030008 
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